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BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS S5TANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Badan
Usaha Milik Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja
Angparan vang dibiayau darni Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sesual dengan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolnan Keuangan Daerah, perlu menvusun
Analisis Standar Belanja Daerak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hural g, perlu menelapkan Peraturan Bupati tentang
Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan
Tahun Anggaran 2025,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1830 {entang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingltungan Propinsi Djawa Barat {Berita Negara Tahun
1950 Nomor 43) sebagaimana  telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vyang DBersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotismme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38351);



10.

I1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tshun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara ERepublik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 ‘tentang Penctapan
Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20232 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ([Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238§,
Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841}

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nemoer 4, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabhun 2016 tentang
Peranglkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Dagrah (Lembar MNegara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoer 6322);



12,

13.

14,

15.

6.

17.

18,

19.

20.

2.

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tabhun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun
2014 tentang Pengelelaan Barang Milik Negara/Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara
Republik Indeonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimans
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomro
i& Tabun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ([Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mk Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tabun 2016
tentang Pengpolongan dan Kodefikast Barang Milik Daerah
{Berita Negara FRepublik [ndonesia Tahun 2016 Nomor
2083},

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan  Perumahan
Rakyar Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang
Pembangunan Bangunan Negara [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomer 1433).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Infaormasi Pemerintah Dserah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nemor 1114},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447},

Peraturan Menteri Datam Negers Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kewongan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Keputusan Menteri Dalam MNegeri Nomor 050-58389 tahun
2021 1entang Pemutakhiran itentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran  Klasifi kasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan  Perumahan
Rakyat Nomor & Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2023 Nomor 683}



Menetapkan

23 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun
2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pem bentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cianpjr [Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Talwun
2021 Nomor 33);

24, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35}

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG  ANALISIS  STANDAR
BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN
ANGGARAN 2025,

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1, Dagrah Kabupaten yang selanjultnya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

b

Bupati adalah Bupali Cianjur.

3. Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan
untuk melaksanakan suatu kepiatan,

4, Harga Saluan Pokok Kegiatan vang selanjutnya disingkat
HSPK adalah merupakan kumpuian dari semua belanja
Kegiatan yang telah dihasilkan dari analisis yang telah
distandarkan wuntuk setiap jenis komponen kepiatan
dengan menggunaka SHS sebagai elemen penyusunannya.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daérah, yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerakh.

Pasal 2
(11 Dalam Peraturan Bupali ini membahas mengenat :

a. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) adalah merupakan
harga komponen kegiatan fisik/non fisik mclalui analisis
vang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan
dengan menggunakan SHS sebagai elemen penyusunnya;

b. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah merupakan
penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
digunakan wuntuk melaksanakan suatu kegiatan baik
komponen Kegiatan fisik/non fisik.

c. hal-hal khusus lainnya.
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(4)

(5)

(6]

(1)

(3)

Analisis Standar Belanja (ASB} digumakan dalam

perencanaan dan pelasksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah;

Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok
Kegiatan (HSPK] Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk
meningkatkan  efisiensi, ecfcktivitas dan  akuntabilitas
anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian dari kompeonen aklivilas yang mendulkung baik
rincian komponen, Volume dan unit.

ASB terdini atas:
a. Konstruks: atau ASB Fisik: dan
b, Non Konstruksi atau ASB Non Fisik.

ASB sebagaimana dimaksud pada ayat {2} tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Peraturan Bupati tni.

HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat {2} tercantum dalam
Lampiran 1 vang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan di bidang
perencanaan dan pelaksansan anggaran sata  Analisis
Standar Belanja dan Harga Saluan Pokok Kegiatan yang
belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
maka dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran harus
mengusulkan terlebih dahulu komponen aktivitas HSPK dan
ASB dengan melampirkan data dukung berups :

a, rencana Anggaran Biaya [RAB);

b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat
atau lebih tinggi; atau

¢. harga pasar dengan dilengkapi dokumen yang dapat
dipertanggungjawabian.

Usujan komponen jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan ke dalam surat usulan dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh Pimpinan SKPD

yang bersangkutan.

Perubahan Analisis Standar Belanja dan Harga Saluan
Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan
ayal (2) dapai dilakukan pemutakhiran dalam database
Sistem Informasi Pemerintahan Daersah atau  Aplikasi
Penganggaran APBD  lainnya, yang selanjutniya  untuk
ditampung dalam perubahan Lampiran Peraturan Bupati
Cianjur palng lambat pada akhir tahun anggeran berjalan.



Pasal 4
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempalannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjuar.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Juni 2024
BUPATI CIANJUR,

Ttd/Cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 27 Juri 2024
SEXKRETAIRIS' DAERAH KABUPATEN CIANJUR,




